
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah 

mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

PERANGKAT 
D A E 5 A H 

KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K DA 

\ 



- 2 -

b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan T>embaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Leutang Standar Akuntansi Pemerintahan (L-em_baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5aisunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4616); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintaii Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5261); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom.an Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut 

1. Pendapatan 

2. Belanja Daerah 

Surplus / (defisit) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 1.046.354.690.850,00 

Hp. 1.071.083.872.225,00 

Rp. (24.729.181.375,00) 

Rp. 35.729.181.375,00 

Rp. 11.000.000.000,00 

Rp. 24.729.181.375,00 

Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 246.960.765.850,00 
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b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 699.009.803.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 100.384.122.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 82.400.000.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 34.879.500.000,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 125.181.265.850,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 13.485.236.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 546.540.360.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 138.984.207.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00 

c. Dana bagi hasi l pajak dari piopinsi dan Pemerintah lainnya sejumdah Rp. 47.500.020.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp^ 46.884.102.000,00 
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e. Bantuan Keuangan dari Propinsi sejumlah 

f. Dana Insentif Daerah (DID) 

Rp. 

RP. 

0,00 

0,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 

b. Belanja langsung sejumlah Rp. 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

sejumlah Rp. 

461.975.827.159,19 

609.108.045.065,81 

442.460.951.159,19 

0,00 

0,00 

12.487.048.000,00 

5.527.828.000,00 

0,00 

0,00 
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h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

b. Belanja Barang dan J a s a sejumlah 

c. Belanja Modal sejumlah 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah 

b. Pengeluaran sejumlah 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. S isa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 

sejumlah 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.500.000.000,00 

25.315.127.278,00 

455.960.648.907,93 

127.832.268.879,88 

35.729.181.375,00 

11.000.000.000,00 

35.729.181.375,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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0,00 

0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 

c. Pembayaran Pokok Utang yang ja tuh tempo sejumlah Rp 

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 

e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga Rp 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

0,00 

11.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1. Lampiran 1 

2. Lampiran 11 

3. Lampiran 111 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah m.enurut urusan pem-erintahan daerah, organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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4. Lampiran 

5. Lampiran 

6. Lampiran 

7. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

10. Lampiran 

IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; 

VI I Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 

VII I Daftar kegiatan-kegitan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 

IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

X Kriteria Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak. 

Pasal 6 

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 3 1 « p . r • r 2019 

SEKRETARIS DAmm KOTA GORONTALO, 

I S M A I L M A D J I D 

L E M B A R A N D K E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2019 N O M O R 11 

3 1 p « » t r i i t t ; 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 

l^VALIKOTA GORONTALO 1̂  

N A. TAHA 

NOREG PERATUR.\N DAERAH KOTA GORONTALO : (12/48/2019) 
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